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o _--'i_"ABSTRACT __ ' : & '
S Requuement of transportatxon whlch was humamty in metropohtan town of
. "Jakarta have . is ‘urgent - somathmg that citizen mobility helght of Jakarta the ill
' .-_.'assortedness readxly existing public transportatmn This matter causes many problems
" which emerge connected with this public transportatzon system “The solution taken

‘by government of DKI Jakarta to overcome this matter is to operate one public moda

- which recognized - trans;akarta«busway But that .still has. many . various. problems

“regarding operationalitation, preparation.of these transportation facﬂltles including

':the third party related to orgamzer of trans_mkarta-busway

'_Key W_or_ds : pubiic transportation, busway, cqnsu_m_er \ \ |

p o rEN DAHULUAN

Masyarakat yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya pasti sudah memahami
bahwa transportasi umum merupakan hal yang vtama sebagai sarana mobilitas warga
dari satu tempat ke tempat lain. Kebanyakan warga Jakarta pun dalam melakukan
aktivitasnya menggunakan kendaraan urmum,’ seperti kereta api, bus, mikrolet, atau
moda lainnya. -Untuk -itu, -idealnya tersedia sarana dan prasarana’ penunjang

iransportasi publik ‘yang baik; dalam’ arti memenuhi Unsur keamana, kenyamanan,

cepat dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, sistem transportasi umum di Jakarta jauh
panggang dari api, artinya sistem transportasi publik di Jakarta secara umum hampir
tidak memenuhi seluruh unsur yang disebut di atas bahkan dapat dikatakan sangat
memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain jurnlah angkutan vang
disediakan tidak sebanding dengan jumlah penumpang yang membutuhkan, banyak
di_antara kondisi fisik kendaraan yang heroperasi fidak laik jalan_ banyak findakan

kriminal vang terjadi di dalam transportasi umum, perilaku pengendara/sopir yang
tidak memperhatikan tata etika berkendara di jalan, dan jumlah penumpang yang
berjubel/penuh sesak karena melebihi kapasitas angkut,
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- Di samping hal-hal tersebut di atas, masih terdapat berbagai masalah lain

- yang berkait dengan -sistem transportasi Jakarta. Secara umum permasalahan yang

 dimaksud adalah sebagai berikut®. ~ 0 T

. a. . Kemacetan ‘makin: parah. akibat jumlah mobil pribadi melebihi jumlah

. kendaraan umum. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta yang bergerak setiap

"~ harinya mencapai 4,95 juta dengan perseniase kendaraan roda dua 53%, mobil

- pribadi 30%, bus 7%, dan truk 10%.
b.. . Tiiik kemacetan baru muncul di hampir seluruh wilayah Jakarta. Penelitian

. yangdilakukan Departemen Perhubungan pada tahun 2000 menunjukkan dari

© 34 titikjalan arteri, 32 (94%) ruas jalan arteri di Jakaria melebihi kapasitas.
~ Artinya, hampir tidak ada jalan arteri di Jakarta yang bebas dari kemacetan.

c. ' Perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan tidak berimbang. Hal

. ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Japan International

~ Corporation Agency (JICA) dan The Institute for Transportation and

" Development " Policy (ITDP) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan
kendaraan di Jakarta mencapai rata-rata 11% per tahun, sedangkan
pertumbuhan panjang jalan hanya 1% per tahun.

d. Sumber daya alam minyak bumi makin menipis. Makin banyak kendaraan
bermotor, makin tinggi pula kebutuhan akan bahan bakar. Hal ini akan sangat
mengkhawatirkan karena kemampuan alam untuk menyediakan bahan yang
dibutuhkan makin lama makin berkurang.

e. Polusi udara melebihi ambang batas. Melihat jumlah kendaraan bermotor
yang demikfan banyak dan tingkat kemacetan yang tinggi, diperkirakan emisi
-gas buangan dari kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 25.000 ton per
tahun. Jelas hal ini sangat berpengaruh pada kualitas udara yang kita hirup
dan hal tersebut akan sangat berdampak pada produktivitas dan kualitas

--~hidup warga kota. o :

Untuk memecahkan masalah ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta kemudian
menyusun sistem transportasi terpadu yang salah satu programnya adalah pengadaan
busway'. Oleh karena itu, tulisan ini disusun untuk mencoba melihat dengan lebih
tajam apakah upaya yang diambil pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatasi
permasalahan sistem transportasi umum di  wilayahnya dengan kebijakan
meresmikan beroperasinya transjakarta-busway sudah tepat, dan apa permasalzahan
lain yang ditimbuikannya.

2. BAHASAN
2.1 Latar Belakang Kebijakan Busway di Jakarta

Berbagai masalah yang dialami warga Jakarta terkait dengan keadaan
transportasi sebenarnya sudah cukup lama menjadi perhatian pemerintah provinsi
DKI Jakarta sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyediaan fasilitas
angkutan® publik. Berbagai upaya telah coba dijalankan untuk meminimalisir
kesemrawutan sistern transportasi di Jakarta. Sebelum konsep pola transportasi makro
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_:.:I_-:_:dengan konsep transportaSI terpadu dlcanangkan pemermtah prov1n31 DKI Jakalta.
. pernah beberapa kali. melakukan. penelltlan yang dilakukan secara periodik mengenal o
: '-'..3;.31stem transportasx bakerga sama dengan beberapa Iembaga/mstansl terkalt L '

.'n.ehtlan tersebut d;mulai sejak tahun 1974 da

* " umum penelitian-penelitian yang dilakukan adalah dalam rangka pembentukan urban
- 'mass transit system yang berbasis jalan raya (m;sainya Busway: Design Study tahun -
-1997 oleh Internasxonal Japan Europe Consorsium) dan . berbasis rel (misalnya Urban

- Sub.Urban Rallway Transportation in. Jabotabek . tahun. 1981 dan Premllmary Study
o for Ra:lway Double T: ackmg on Bekasz Lme tahun 1998) :

Kebuakan rencana penataan transportasz yang diambli pemeuntah provmm
DKI Jakarta berdasar pada kewenangan otonom sebagazmana diatur dalam Undang-
‘Undang No. 34 Tahun 1999 tentang pemerintahan provinsi DKI Jakarta sebagai
ibukota negara Republik Indonesia dengan mengacu pada Undang-—Undano No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perencanaan pola angkutan umum massal’
ini selanjutnya dituangkan dalam beberapa peraturan, antara [ain
a. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
- Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau, serta Penyeberangan di provinsi DKI
Jakarta;
b.  Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Penetapan
'Po}a Transportasi Massal di provinsi DKI Jakarta.

Adapun maksud penetapan pola transportasi makro adalah untuk
menmgkatkan pelayanan dan penyediaan j Jasa transpona51 yang terpadu, tertib, lancar,
aman, nyaman, dan efisien®. Selain itu, minimnya biaya yang dimiliki pemerintah

 kota yang dibarengi dengan mahainya harga tanah di tengah kota menyebabkan
 alternatif perluasan jalan sebagai upaya memecah sentra kemacetan menjadi mustahil
dilakukan. Oleh karena itu, alternatif tindakan yang paling dapat dilakukan adalah
dengan menurunkan jumlah kendaraan melalui transportation demand management
(pengaturan permintaan transportasi)’. Selanjutnya, untuk mewujudkan arahan
sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Surat Keputusan Gubernur DKI No. 84
Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi Massal di Provinsi DKI Jakarta,
disusunlah skenario pengembangan sistem transportasi tahun 2007, 2010, dan 2020
yang terdiri dari pengembangan sistem angkutan bus, angkutan umum massal, sistem

_;csuu cilT Ja;au, mahcxn angi\.utan _;axau J’.\.'}, ainLUiIl uaubpuuabi al‘t.t:[lldlli, ucm
pengembangan pembatasan lalu lintas sebagaimana yang dimuat dalam Pola
Transportasi Makro.

Untuk mempercepat realisasi rencana pengadaan transportasi massal
sebagaimana tertuang dalam dua peraturan tersebut di atas, pada 11 Januari 2005
Gubernur DKI Jakarta meresmikan pembentukan Dewan Transportasi Kota (DTK)'
berdasarkan pada Perda No. 12 Tahun 2003 tersebut di atas. Adapun tugas dan
wewenang DTK bersifat terbatas, artinya DTK tidak berwenang memutuskan namun
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hanya sebatas memberz masukan atau nasihat yang disertai argumenta51 dan
- penelitian serta member; rekomendas: pada Gubernur DKJ berkait dengan kondisi
._-transpm"asx ‘umum di Jakarta uniuk - selanjutnya dipakai sebagai argumenta51
.- penunjang penataan trzmsportasa Jakarta. Melalui DTK tersebut, pemerintah provinsi [
. Jakarta akan mengkaji beberapa hal, di antaianya (I) penyed;a&n angkutan umum
o yang representanf {2} penambahan ruasjalan baru, (3) “peraturan ‘pembatasan
~kendaraan, dan (4) kemungkinan j penerapan sistem tlansportaﬂ terpadu busway, Mass

Rapld Trans;t/MRT monoxei dan lam lam

Berdasarkan pada 1dentzﬁkasz permasalahan dasar sistemn transportasi Jakarta
oleh DTK, disusunlah konsep sistem transportasi terpadu yang terangkum dalam Pola
Transportasi Makro Pemerintah Daerah DK Jakarta, yang terdiri darl (1) bus cepat di
jalur khusus (busway), (2) kereia ringan dengan re! tunggai (monorel), (3) jaringan
Mass Rapid Transit /MRT, dan (4) jaringan angkutan air. Adapun tujuan dari sistem -
transportasi terpadu ini adalah (1) terciptanya lalu lintas yang terkendali, (2)
berkurangnya polusi akibat berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi, (3) tingkat
kecelakaan menurun, (4) perubshan budaya menuju masyarakat disiplin dan tepat
Waktu

2. 2 Sekilas Transjakarta-Busway

Dari beberapa bentuk transportasi massal yang cilrekomendas;kan oleh DKT,
busway merupakan salah satu sistem angkutan umum massal cepat yang berbasis
Jalan raya dan tepat diimplementasikan di Jakarta karena beberapa alasan, antara
lain'! pengoperasian busway memberikan prioritas bagi angkutan umum dalam
pemanfaatan ruang jalan melalui penyediaan jalur khusus untuk busway, kapasitas
angkutnya cukup besar hampir sama dengan daya angkut mass rapid transit berbasis
rel, serta biaya investasi pembangunan yang dibutuhkan relatif kecil dibandingkan

“dengan bentuk transportasi massal lainnya. Dengan demikian, biaya investasi busway

dapat dipenuhi dari anggaran pemerintah tanpa berutang pada negara lain.

Transjakarta-buswagy sebenarnya merupakan sarana angkutan umum massal
dengan moda bus dengan kendaraan berjalan pada lintasan khusus yang berada di sisi
kanan jalan. Beroperasi dengan menggunakan sistem terfutup: penumpang hanya
dapat naik turun pada halte yang telah disediakan, menggunakan sistern tiket sekali
jalan ataupun berlangganan dengan mekanisme prabayar. Transjakarta atau busway
adalah suatu fransportasi bus cenat dengan falir khusus vang sebenarnva konsep ini

diambil berdasarkan model sistem transportasi “Transmilenio” yang sukses
diterapkan di Bogota, Kolombia. Kota tersebut mempunyai karakteristik transportasi
mirip atau serupa  dengan Jakarta, Transjakarta/busway mulai beroperasi pada
tanggal 15 Januari 2004 dengan tujuan memberi jasa angkutan yang lebih cepat,
manusiawi, nyaman, namun terjangkau warga Jakarta. Oleh karenanya, untuk
memenuhi tujuan tersebut, diambil kebijakan berikut.
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- '.-_:_-'Busway d:beu iajur khusus (sebagal bentuk ekskfusmtas moda baru) di Jafan-

o . kendaraan lain; - _
20 Agar terjangkqu warga tiket dlSUbSidi oleh Pe ! da DKI

Un‘fuk mengeioia anglqu‘lan lmswczy, Gubemux DKI Jakar[a mengeiuarkan .
. __"'_'-_'.Surat Kepmusan ‘No.110 Tahun 2003 tentang - Pembenmkan Ozgamsasx dan “Tata .
. Kerja Badan Pengeioia Trans_;akarta—Busway yang: kemudlan diganii - dengan '
o -__}Peraturan Gubemux Provms: DK Jakarta No. 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan
BT "-OrgamsaSJ dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Trans_;akarta~3usway Berdasarkan

" pada Pasal 2 surat keputusan ini, dibentuklah Badan Layanan Umum . Transjakarta-
Busway. Badan. Layanan . Umum (BLU) TranSjakana-Busway merupakan badan

~ -+ layanan umum sebagai unit; peiaksanaan teknis, Dinas Perhubungan provinsi DKI

Jakarta di bldang pengelolaan ‘angkutan umum. busway BLU dipimpin oleh kepala
yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berad'l di bawah koordmasx dan
" berianggung jawab kepada kepala Dinas Perhubungan :

Dalam keozatan operasmnalnya traraSJakarta-—busway dlbagi daiam beberapa
‘|alur/kondor3 Selain itu, dibangun juga halte fransfer pada beberapa titik
persinggungan antarkoridor untuk mempermudah akses perjaianan antarkoridor
seperti: yang ftelah beropeiasx vaitu Harmoni Central Busway . Karena konsep
tranSJakartaubusway ini adalah angkutan umum massal, dalam operasionalnya
haruslah dapat digunakan seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Untuk
itu, pemeriniah daerah DK menetapkan taiif transjakarta-busway sebesar Rp 3.500,
00. Penumpang yang pindah jalur/transit antarkoridor tidak perlu membayar tarif
tambahan asalkan tidak keluar halte. Konsep penerapan tiket seperti ini hampir serupa
dengan yang d;terapkan di beberapa negara, seperti Hongkong dan Singapura.

' 23 Bebem;}a Masa§ah Berkm&an dengan Bamperasmya Trans;akarta-' '

Busway: Tinjauan atas Hak Konsumen

Dalam korun wakiu tiga tahun sejak busway resmi beroperasi, ditemukan
beberapa masalah yang melibatkan masyarakat pengguna busway sendiri ataupun
pihak ke-3. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun transjakarta-busway dirancang
sebagai transportasi publik yang nyaman, aman, cepat dan terjangkau, serta
menjanjikan suatu sarana angkutan wmum yang lebih manusiawi, sampai saat ini
masih belum dapat dikatakan memenuhi apa yang dxhat apkan. Masih terdapat banyak

jalan yang menjad; bagian dari rute dan Iajur tersebut tldak boieh dliewati_

nu&ui AN uam:n })Eicliﬁb(il TCRGR T 5 210

1. Armada yang tersedia belum sebanding dengan penumpang sehingga pada
iam-jam sibuk ferjadi antrean panjang di halte. Akibatnya, penumpang
kehilangan walktu yang cukup banyak.

2. Jalan jalur busway rusak/berlobang dan di beberapa jembatan penyeberangan
yang dibangun bagi penumpang transjakarta secara berkala mengalami
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" kotor karena banyak sampah berserakan, . |
1 antarbus yang satu dan bus lain cukup lama (tidak lagi
- limamenitsekal). - 0 o
. Bus pengumpan (feeder) yang membantu melayani iransjakarta kurang,

- ké_fﬁéékaﬁ. Contohnya, lantai tangga 'fjﬁ;'ny_éberangan_ hilang/terbuka; selain itu

- Halte yang disediakan tidak sebanding dengan volume penumpang serta
. belum tersedia sarana ventilasi udara yang layak dan memadai sehingga .
 membuat ruangan pengap saat orang ramai menganre. e '
-6, Jalur-jalur -yang disediakan -oleh ‘transjakarta seringkali dimasuki oleh
1 penyeberang jalan atau kendaraan pribadi sehingga menghambat laju bus
7. Masalah no.6 menyebabkan seringkali terjadi kecelakaan antara busway dan

-~ - pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan bermotor lainnya.

8. Pengumuman halte sering diberikan tidak sesuai dengan halte yang akan
dilalui disebabkan kecerobohan pengemudi yang lupa menekan tombol
pengumuman pada waktunya,

9. Kerap terjadi tindak kriminal pencopetan atau pelecehan seksual dalam

 “busway akibat penumpang yang berjejal.

Hal-hal tersebut di atas sedikit banyak menimbulkan kerugian bagi penumpang
pengguna bus iransjakarta, Bahkan, dari beberapa kasus kecelakaan yang melibatkan
bus transjakaria ini baik langsung maupun tidak tentunya menimbulkan kerugian
vang jauh lebih besar, seperti luka, cacat, atau bahkan kematian.

Penumpang bus transjakarta yang dimaksud di sini adalah pihak yang
menggunakan fasilitas angkutan umum untuk sampai pada tujuan tertentu dengan
membayar sejumlah uang sebagai kontraprestasinya. Dalam lingkup perlindungan
konsumen, penumpang diposisikan sebagai konsumen yang menggunakan fasilitas

~angkutan umum. Konsumen berasal dari kata comsumer, yang berarti pemakai.

Batasan pengertian konsumen secara harafiah berarti seseorang atau sesuatu yang
membeli barang atau menggunakan jasa. Namun, ada yang memberi batasan sebagai

setiap orang yang menggunakan barang atau jasa. Secara umum konsumen diartikan

sebagai setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa
untuk kegunaan teitentu. Dalam Pasal | ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
tentang Periindungan Konsumen, konsumen dibatasi sebagai setiap orang pemakai
barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri

sendielkelunran. srang - laln-—mavpun-—makiduleHdup—tain—dan—tidak—mmtmc

diperdagangkan.

Jika dilihat dari beberapa batasan di atas, obiek dari penggunaan atau
pemakalan oleh seseorang ini tidak hanya sebatas pada objek yang berbentuk
barang'®  tetap juga jasa'®. Karena transjakaria-busway adalah  pihak yang
menghasilkan jasa transportasi, kegiatan penyediaan fasilitas layanan publik melalui
transjakarta~busway ini masuk juga dalam kajian hukum perlindungan konsumen.
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e Jlka penumpang adalah }\onsuman pengguna Jjasa - layanan tranSJakaria-
'."_-.:busway, yang. dimaksud sebagal peiaku usaha/pengangkut .di ‘sini.adalah BLU
-'."-'.-.':'trans;akarta—busway sebagai badan. - yang beriugas : mengelola angkutan umum

- busway. “Pelaku usaha dalam - Pasai ‘1.ayat (3) UU No. 8 tahun 1999 tentang
'.-.'.Perlmdungan Konsuxnen dibatasi: sebagal setxap ‘orang perseorangan - atau. badan
- usaha, baik :yang.. berbentuk ‘badan ‘hulum; -maupun - bukan -badan . ‘hukum yang -
didirikan dan berkedudukan atau melakukan: kegiatan dalam wilayah hukum negara
3 " Republik . Indonesia, balk “sendiri - maupun bersama-sama malalm perjanjlan

R _'sebagal peiaku usaha BLU trangakmt&busway bertanggung }awab penuh atas
i ~kerugian. vang- d;der;ta “pengguna . jasa : atau plhak ke-3 -yang - timbul darl
S :penyeienggaraan pelayanan angkutan busway :

Tanggung }awab BLU tranSJakarta—busway atas kerugxan yang d:derlta
~penumpang sebagai konsumen pengguna jasa transporiasi ataupun pihak lain muncul
- karena - pengangkut atau pihak yang menyediakan fasilitas angkutan umum
- bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Karena itu, pengangkut dalam melaksanakan kewajibannya tidak boleh lalai. Hal
mengenal pertanggungjawaban ini tercantum dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-
‘Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang
‘menyatakan bahwa pengusaha angkufan umum bertanggung jawab atas kerugian
yang -diderita oleh penumpang, pengirim - barang, atau pihak ketiga karena
kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan.

Selain itu, berkaitan dengan tanggung jawab itu dalam Undang-Undang No.
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sendiri diatur pada Pasal 19 ayat (1),
yang mengatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
«~dan/atau-jasayang-dihasilkan atau diperdagangkan:Hal tersebut sejalan dengan apa
yang diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang l.alu
Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu bahwa besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh penumpang,
pengirim barang, atau pihak ketiga.

Bentuk tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam dua aturan
hukum di atas sebenarnya merupakan hal yang wajar sebab hal ini merupakan
kompensasi pemenuhan hak konsumen vang tidak dapat dipenuhi oleh pengangkut.

Hak konsumen dimaksud adalah hak seperti yang terdapat dalam Pasal 4 huguf a,d,
dan h'" Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu
hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan; hak didengar pendapat dan
keluhannya; hak mendapat ganti rugi. Hak konsumen tersebut sekaligus menjadi
kewmban bagi pengangkut sebagalmana yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a dan

Undang«Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu
kewagtban untuk beritikad baik dalam meelakukan kegiatan usahanya dan kewajiban
untuk memberi kompensasi atau ganti rugi. Namun, tidak sepenuhnya juga bahwa
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- 'i'fl's'éi:i'aip'__k_e'i'_u'gian:yén"g dialami péi;_i_lmp.é;ng' at_ga,i;. pihak ke-3 mutlak dan selalu menjadi
- tanggung jawab pengangkut. ' Sepanjang kerugian tersebut terbukti “memang
~merupakan - kesalahan . penganghkut ‘maka pangangkut wajib bertanggung “jawab.

- Namun, jika kerugian tersebut disebabkan kesalahan, kecerobohan, ‘atau kelalaian

© . penumpang atau pihak ke-3 sendiri, berdasarkan Pasal 19 ayat (5)'? Undang-Undang

~No.' 8 Tahun 1999 ‘teniang Perlindungan Konsumen, pengangkut tidak harus

~ . bertanggung jawab, artinya pengangkut tidak harus memberi kompensasi atau ganti
- rugi pada penumpang atau pihak ke-3 tersebu. e
o Karena ity, tuntutan ganti rugi yang dajukan oleh penumpang atau pihak ke-3
- hanya dapat dilakukan dan didasari oleh sebab-sebab yang terkait atau disebabkan
~oleh pengangkut sendiri atau pegawainya atau hal-hal lain vang berhubungan dengan
.. pengangkut. .Selain ketentuan tersebut, tanggung jawab BLU iransjakarta-busway
‘hanya akan diberikan dengan ketentuan berikut.
1.7 Bumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan
© dengan adanya kelalaian petugas atau pthak lain yang diperkerjakan oleh
- BLU transjakarta-busway.
2. ‘Besarnya ganii rugi adalah sebesar kerugian yang secara nyata diderita oleh
- penumpang atau pihak ke-2.

Selain diatur dalam dua peraturan perundang-undangan di atas, terdapat
beberapa ketentuan lain yang berkait dengan tanggung jawab pengangkut dalam hal
ini BLU transjakarta-busway, yaitu berdasar pada Undang-Undang Ne. 33 Tahun
1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dengan peraturan
pelaksananya yang ditvangkan dalam Peraturan Pemeriniah No. 17 Tahun 1965
tentang Ketentuan Pelaksanaan pada Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang,
Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
dengan peraturan pelaksananya Peraturan Pemierintah No. 18 Tahun 1965 tentang

e KetentuansKetentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, ™

Beberapa ketentuan tersebut di atas berkait dengan kewajiban pengangkut
untuk mengasuransikan penumpang pada satu perusahaan asuransi tertentu, Dengan
demikian, penumpang jika rengalami kerugian akan mendapatkan ganti rugi selain
dari pengangkut yang dalam hal ini diberikan oleh BLU transjakarta-busway, juga
santunan asuransi dari perusahaan asuransi PT Jasa Raharja yang preminya
dibayarkan dari iuran wajib yang sudah diperhitungkan dalam biaya angkutan (tiket)
sebagaimana diatur dalam Pasal 46 avar (1} Undang-{ndang No. 14 Tahun 1092

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta secara khusus diatur juga dalam  Pasal

5 sub a Undang-Undang No, 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang.

Hal lain yang dapat dipandang sebagal masalah dalam operasional busway

adalah masalah tarif. Seperti disampaikan dalam uraian sebelumnya bahwa tarif
brsway yang  diborlskokan adalab nebesar Rp3.500,00. Bothaitan dongan i,
pemerintah provinsi DKI Jakarta berencana akan menaikkan tarif tersebut bersamaan
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__."-;_-akan dloperasd\annya koridor-koridor baru (IV--VII). Dewan Perwakilan Rakyat
- Daerah: " 'DKI Jakaria mengusulkan kenaikan tarif - dari Rp3.500, 00 menjadi
: __;-'_'_RpS 000, 00 - sedangkan . 'Organda: mengusulkan “dari - Rp3.500,00 .- menjadi
~Rp7. 000,00.. Namun, -hingga kini. hal tersebut - belum ‘terealisir. karena “masih
L menunggy: hasxi monitoring secara - komprehenszf dari “Tim- Momtormg Evalua51
£ Standar, Pelayanan Operasmnal Busway - terhadap standar - pelayanan busway yang
_"__f'dalakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan
- :Dewan_Transportasi Kota.. - Beberapa alasan - yang dikemukakan ‘pihak ‘pengelola
~‘transjakarta-busway atas rencana kenaikan tarif ini, antara lain sebagai berikut.

) Jangkauan rute akan menjadi makin luas.
2. ‘Tarif saat ini hanya dapat menutup biaya perawatan dan operasional.
3. Seiring dengan bertambahnya jumlah penumpang, jumlah subsidi yang

dibutuhkan menjadi makin besar.

4, Tarif yang ada sekarang dianggap mematikan angkutan umum yang ada (yang

masih dibutuhkan untuk menyokong operasional transjakarta), :
5. Penumpang yang melakukan transit antarkoridor jauh lebih besar daripada
~ yang diperkirakan sebelumnya oleh penyelenggara sehingga menjadi beban
 secara finansial.

Rencana ini kemudian mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat
pengguna busway dan secara umum masyarakat menolak atau keberatan dengan
rencana ini. Ada beberapa alasan yang dikemukakan sebagian masyarakat yang
menyatakan keberatan atau menolak kenaikan tarif,

1. Hak untuk mendapatkan angkutan yang murah dan nyaman dikurangi.
2. Pelayanan yang diberikan masih buruk - belum maksimal/memuaskan.
3. Biaya hidup secara keseluruhan bertambah (anggaran untuk transportasi naik).
4 Tidak adanya angkutan altematifftidak adanya pilihan lain karena angkutan

 umum lain telah dihapus rutenya sejak busway beroperasi.

Namun, selain menolak, sebagian masyarakat ada yang dapat menerima
alasan kenaikan tarif tersebut. Dengan kenaikan tarif, maka

1. akan mengurangi jumlah penumpang sehingga tidak lagi berdesakan sepertl
ikan sarden dalam kaleng;

2. armada bus dapat ditambah sehingga kenvamanan, keamanan, serta

: keselamatan penumpang dapat ditingkatkan;

3. sarana dan prasarana pendukung akan lebih baik dan terawat;

4, informasi pelayanan ditingkatkan.

Dalam kajian hukum perlindungan konsumen, sikap masyarakat terhadap
rencana kenaikan tarif ini dapat disikapi dengan positif secara bersamaan. Pada satu
sisi pandangan yang menolak kenaikan tarif dapat diterima karena memang
kenyataannya fasilitas yang disediakan belum sepenuhnya dapat memenuhi apa yang
diharapkan. Oleh karena itu, tidak adil jika konsumen di satu sisi tidak mendapatkan
haknya dengan baik, tetapi di sisi lain konsumen harus membayar untuk sesuatu yang
tidak ia terima. Di sisi lain adalah alasan kenaikan tarif itu sendiri, yaitu untuk
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: '_:_-peﬁambahan_armada bus pun masuk akal. Namun, terlepas dari pro-kontra mengenai

~ “hal «ini "_s_éyogianya_-pa_ﬁyelenggara--'transjakarta«busway mempertimbangkan juga
 kepentingan konsumen pengguna dan secara umum Pasal 4 huruf a Undang-Undang
Perlindungan Konsumen menjadi dasar - bahwa kenaikan tarif haruslah berimplikasi

" pada perbaikan mutu layanan - ataupun penyediaan sarana prasarana transjakarta-
. busway. Selain ity, perbaikan manajemen juga diperlukan sebagai: jaminan bahwa

* . kenaikan tarif akan dibarengi dengan perbaikan layanan yang lebih baik. Oleh karena
~oitn,  pembenahan “secara menyeluruh ‘menjadi mutlak dilakukan sebelum tarif

3. SIMPULAN

Kebijakan pengoperasian transjakaria-busway merupakan jawaban atas
kondisi lalu lintas Jakarta saat ini dan sekaligus merupakan tititk awal dari

perombakan {otal sistem angkutan dalam bingkai transportasi makro. Hal ini

didasarkan pada pertimbangan selain menciptakan kenyamanan, kelancaran, serta
ketepangan bagi penumpang dalam bepergian, masyarakat yang menggunakan
mobil pribadi diharapkan akan beralih menggunakan moda baru ini sehingga terjadi
pengurangan jurlah penggunaan mobil pribadi secara bertahap dan tingkat
kemacetan pun dapat dikurangi.

Walaupun telah betjalan selama kurang lebih tiga tahun, tampaknya secara
umum fransjakarta-busway belum sepenubnya mengatasi masalah transportasi umum
di Jakarta. Hal ini tampak dari masalah kemacetan yang belum sepenuhnya teratasi
serta masih tingginya penggunaan kendaraan pribadi. Sementara itu, dari
pengoperasian bus transjakarta sendiri masih banyak hal yang harus dibenahi dan
diperbaiki untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, di antaranya penambahan

..armada bus, perbaikan fasilitas pendukung, misalnya halte, jembatan penyeberangan, .o

dan frekuensi kedatangan bus yang lebih sering serta ketepatan waktu. Oleh karena
itu, seyogiamya hal tersebut mendapatkan perhatian pihak penyelenggara bus
transjakarta-busway  dan menjadi kompensasi bagi rencana kenaikan tarif
sebagaimana direncanakan.

CATATAN

! Setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan
dipungut bayaran. Lihat Pasal 1 angka 9 UU No. 14 Tahun 19992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan, : :

? Perangkat penunjang pengelolaan angkutan umum yang meliputi kendaraan, sistem

tiket, halte, separator, marka jalan, rambu, jembatan penyeberangan orang dan sarana
pendukung lainnya. :
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e : : 3 Daia pendukung dtkut;p darl banyak sumber

"'..4 Jalur khusus yang dzpergunakan dan dlperuntukkan oleh dan untuk angkutan umum

G s Pemmdahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan N
- 'menggunakan kendaraan. Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 1992 tentang
o ﬁli_LaIu Lmtas dan Angkutan Jalan. :

. S Data Bldang Sarana dan Prasarana Badan Layanan Umum Transjakarta-Busway,

'3:52006

:' 7 -Kumpulan jaringan angkutan umum jalan dan Ijalan' rel yang teritegrasi dengan
kapasitas tinggi. Lihat Pasal 1 angka 6 SK Gubernur DKI No. 84 Tahun 2004.

S Ibid. Lihat Pasal 2 ayat (1).

? Anggun Dewata, Kompas, 13 Maret 2006.

% Dewan Transporiasi Kota beranggotakan lima belas orang vang terdiri dari
berbagai unsur, antara lain perguruan tinggi, pengusaha transportasi, awak anglkutan,
kepolisian, pakar transportasi, LSM, masyarakat pengguna, dan dinas perhubungan.

" Pelangi Indonesia News.

"2 Dinas Perhubungan adalah dinas perhubungan provinsi DKI Jakarta (lihat Pasal |
angka 5 SK Gubemur DKI Jakarta No 84 Tahun 2004)

5 K.or;dori Blok M Kota Koridor H Pulogadungm}iarmom Koridor TH:Kalideres -
Ps.Baroe, Koridor IV: Pulogadung-Dukuh Atas, Koridor V: Kp.Melayu-Ancol,
Koridor VI: Ragunan-Kuningan, dan Koridor VII: Kp.Rambutan-Kp.Melayu.

' Akan dibangun beberapa halte transfer lagi: halte transfer Dukuh Atas, halte
transfer Simpang Senen, halte transfer Matraman Pramuka, halte transfer Kp.
Melayu, halte transfer J1.Galunggung, dan halte transfer Pulo Gadung.

"> Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak
bergerak, dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan yang dapat diperdagangkan,

dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Lihat Pasal 1 ayat (4) UU
No. 8 Tahun 1999,

16 Setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi

masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Lihat Pasal 1 ayat {5) UU No. 8
Tahun 1999,
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e 1_7 Liha_t.Pasgi 4 .UU No. 8 Tahun 1999 tentang Periindungan Konsumen.

S '_'.?_-Ifu‘d, 'fPa_s’ai Tt

 “BidPasall9aya(s).

' PUSTAKA ACUAN

.' D, Tantri Cet.al. 1998. Gerakan Organisasi Konsumen. Jakarta: YLKI.
Lury,Celia, 1998. Budaya Konsumen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Nasution,Az. 1995. Konsumen dan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Susilo, Zumrotin K. 1996. Penyambung Lidah Konsumen. Jakarta: YLKI & Pusj)a
Swara.

Sudaryatmo. 1996. Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra
Adhitya Bakti.

~~~~~~~~~~~~~ - 1999, Hukuin dan Advokasi Konsumen. Bandung: Citra Adhitya Bakti.

Shofie,Yusuf. 2003. Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya.
Bandung: Citra Adhitya Bakti.

Setiawan, Rachmat. 1991. Tinjauan FElementer Perbuatan Melanggar Hukum.
Bandung: Binacipta.

Ul Mo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
~.Ul.No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SK Gubernur DKI Jakarta No. 84 Tahun 2004 tentang Penetapan Pola Transportasi
Makro di Provinsi DK Jakarta.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 48 Tahun 2006 tentang - Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Badan layanan Umum Transjakarta-Busway.

1 2 LEMBACA PENELITIAN DAN PENGABIIAN KEPADA MASYARAKAT - UNIKA ATMA J4YA




